KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   146 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI  KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Hubungan Masyarakat dan informasi  Kabupaten Bantul serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Hubungan Masyarakat serta penyampaian dan pengumpulan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  38 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 25 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi adalah Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi yang meliputi bagian , sub  bagian, dan kelompok jabatan fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas  melaksanakan program dan rencana kerja, tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan serta menyusunan evaluasi dan laporan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan informasi;

b. Penyusunan program kerja;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian

d.  pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;

e. pelaksanaan urusan gaji pegawai;

f. pelaksanaan urusan perpustakaan;

g. pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor;

h. pengolahan data dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan  

Bagian Kedua

Seksi Pengumpulan dan Distribusi Informasi

Pasal 4

Seksi Pengumpulan dan Distribusi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan distribusi data, informasi, dokumentasi dari dan ke pihak lain atau instansi yang membutuhkan. 

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Seksi Seksi Pengumpulan dan Distribusi Informasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi lintas sektoral;

b. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data dan informasi dari media cetak yang meliputi pembuatan kliping dan pengklasifikasian berdasarkan permasalahan dan penjilidannya;

c. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi langsung dari masyarakat;

d. pelaksanaan dokumentasi kegiatan dan hasil pembangunan daerah yang meliputi dokumentasi photo dan video;

e. pengolahan analisa media massa;

f. pengolahan naskah sambutan Bupati;

g. pengendalian kegiatan pimpinan daerah;

Bagian Ketiga

Seksi  Penerangan dan Promosi

Pasal 6

Seksi Penerangan dan Promosi mempunyai  tugas melaksanakan penerangan umum kepada masyarakat serta mempromosikan daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Seksi Penerangan dan Promosi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan pelaksanaan teknis bidang penerangan umum kepada masyarakat;

b. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pemberdayaan potensi informasi masyarakat, kelompok social dan lembaga swadaya masyarakat;

c. pelaksanaan kerja sama dengan stasiun radio pemerintah maupun swasta dan media lainnya dalam rangka penerangan umum dan promosi daerah;

d. pelaksanaan informasi mobil keliling dalam rangka pelaksanaan penerangan  bergerak, massal dan serentak;

e. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;

f. pelaksanaan fasilitas pemberdayaan kelompecapir;

g. pengelolaan perijinan dan pengendalian usaha di bidang informasi film, video dan media elektronik lainnya;

h. pembangunan jaringan informasi dan komunikasi daerah antar daerah dan antara daerah dengan pusat;

i. pelaksanaan pameran dan promosi potensi pembangunan daerah

Bagian Keempat

Seksi Pemberitaan 

Pasal 8

Seksi Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan penyampaian berita melalui mesia massa baik media cetak maupun elektronik serta pembinaan pegawai di bidang pemberitaan. 

Pasal  9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 seksi Pemberitaan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan media informasi pembangunan Daerah melalui penerbitan bulletin majalah, leaflet dan siaran lembaran lepas serta radio siaran Pemerintah Daerah;

b. Pelaksanaan siaran dimedia massa (Radio dan televisi);

c. Pelaksanaan siaran Pers, jumpa pers dan open house

d. Pelaksanaan monitoring dan penganalisaan berita-berita tentang kabupaten Bantul dimedia massa serta pelurusan berita-berita yang tidak dan atau kurang benar informasi dan datanya

e. Penyiapan bahan pemberitaan dan mengkoordinasikan pemyusunannya dengan lembaga potensi di bidang media massa dalam rangka pelayanan informasi masyarakat;

f. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan insane pers, lembaga pers dan organisasi lain di bidang informasi dan komunikasi;

g. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik.  

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang tertentu sesuai bidang keahliannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang Jabatan Fugsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah Petugas Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhadap petugas Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III

URAIAN TUGAS 

Pasal 11

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 26 TAHUN 2001

